


puji syukur kami parjatkan kehadirat Allah SWT’ataS也npalhan rah皿at,

tau批dan址dayah置Nya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Monito血g

dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan・ Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan

Bupati Pesisir Se血tan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengaduan

Masyarakat te血adap Instansi Pe皿e血tah Daerah.Laporan亜disusun dala皿

rangka memberikan infomasi tentang pelaksanaan kegiatan Penanganan

pengaduan Masyarakat yang ada di IJingkungan Peme血tah Kabupaten Pesisir

Selatan.

peningkatan kualitas pelayanan pub肱　dapat　脚akukan melalui

penyelesaian pengaduan yang cepat dari penyedia layanan da血皿胸ini instansi

pe皿entah・ Segah bentuk kri咄皿aupun pengaduan yang disampaikan maayarakat

pada suatu instansi peme血tah merupakan∴Sebu租h koreksi un血k perbaikan

pelayanan itu send亜un血k皿aSa yang akan datang・ Agar kualitas pelayanan

publik se皿akin baik・ Para Penyedia pelayanan harus menangan王　serta

menindaklaI可uti segah bentuk pengaduan dari masyarakat・

Harapan kami kiranya Laporan ini dapat d担dikan bahan infomasi

penanganan pengaduan Maayarakat di L血gkungan Peme血tah Kabupaten Pesisir

selatan dan sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan berikutnya

mengenai penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Pe皿erintah

Kabupaten Pesisir Selatan・

Disadari bahwa Laporan i血masm banyak kekurangannya oleh karena i血

saran bersifat membangun sangat di harapkan. Akh血Iya ataS Perhatian dan

bantuan semua pihak terhadap telaksananya penyusunan IJaPOran inL diucapkan

terim盆kasih.
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A. PENDAHULUAN

KineIja peme正ntah salah satunya diukur dah kemampuamya

menyediakan layanan publik yang efisien’efektif dan akuntab。 bngi

seluruh masyarakat, Salah satu w巾ud praktek demokrasi dalam

pelayanan publik adalah memberi kesempatan pada maayarakat untuk

menyampaik紬keluhan (COmPlain上) atau pengaduan apabila pelayanan

yang diterimanya tidak sesual dengan harapan atau tidak sesuai dengan

apa yang dijanjikan o]巳h pemberi layamn・

Masalah pelayanan publik yang dib証kan oleh aparatur

pemerintahan mer可adi keluhan utama maayarakat・ Ini disebabkan

karena dalam proses pelayanan masih ada yang belu皿sesuai dengan

prosedur yang sudah ditetapkan. Padahal standar pelayan紬Sudah ada,

inilah permasalahan dari implementasi penyelenggara peme正ntah.

Masih rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah

satu sorotan yang diarahk狐　kepada birokrasi peme血tah dalam

memberikan pelayanan kepada masyar生kat. Perbaikan pelayanan public

di era reformasi masih ada yang belu皿mengalami perubahan yang

S圭gnifikan ・

Pengaduan maeyarakat adal血1aporan da正maayarakat mengenai

adanya indikasi te垂dinya penylmPangan, Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dan atau aparat

peme血tah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.

Penanganan pengaduan maeyarakat dapat berupa pengaduan

langsung disampaikan kepada Inspektorat dan pengaduan tidak

langsung disampaikan melalui surat dan/atau surat elektronik

sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupa缶Pesisir Selatan Nomor

7Tahun　2019　tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan

Masyarakat terhadap Instansi Pemerintah Daerah.

Dalam hal penanganan pengaduan masyarakat, Inspektur

membentuk Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri

‾∴　　　1



dari Tim Inspektorat dan Tim Antar Unit KeIja di Lingkungan Peme正ntah

Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor

700/253/Kpts/B門-PS/2019　tentang Pembentukan Tim Pengelola

Pengaduan M乱ay甜akat di Lingkung劃Pemerintah K租bupaten Pesi登ir

Selatan.

B, DASAR HUKUM

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ]9与6　tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkun呂an Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahu皿

1956　Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor　21 Tahun

1957匝mba胞n Negara Repu皿k Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)

jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor lO8, Tambahan IJembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas da正Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

匝mbaran Negara Republik Indonesia Tah皿1999 Nomor 75,

Tambahm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3呂5 1)

3. Undang-Unda皿g Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor　3874)　sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999　tentang Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Neg糾a Republik lndonesia Tahun 20OI Nomor

134, Tambahan IJembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4150)

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan

Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 6 1, Ta皿bahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4846〉 ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tent狐g Pelayanan Publik

匝mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor l 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

6. Undang-Und紬g Nomor 5 Tah皿2014 tent紬g Apamtur Sipil

Negara (I.embaran Negara Republik Indo調es土a Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

7, Undang-Undan昌Nomor 6 Tahun 2014 tentang De§a(Lemb紺an

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambaha皿

I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8・ Undang-Und孤g Nomor　23　Tahun　2014　tentang Peme血tah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tamba心an Lembaran Ne昌ara Republik I調donesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Und紺.g-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Und息ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme血tah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Le皿baran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahu皿1999 tentang Tata Cara

Pelaksan組n Peran Se正a Masyarakat Dalam Penyelengg甜aan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3866);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberia皿P帥ghargaan

Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pida関Korupsi

匝mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor l14,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 399 5) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor　60　Tahun2008　tentang Sistem

Pengendalian Intem Pemerintah uJembaran Negara Repub皿

Indonesia Tahun 20O8 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 489O) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2OlO tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembara皿Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Republik Indonesia No肌or 5 1 35) ;

13. Peraturan Pemerintah No皿or 12 Tahu調2017 tentang Pe血bin組n

dan Pengawa掘れ　Penyelengg紳aan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesi租Tahun 2017 Nomor 73,

Thmbahan Le皿bara皿　N雷ga「a Republik Indonesia Republik

Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Ta血un 2007 tentang

Pedoman Penangana調　Pengaduan Maayarakat dilin筈kungan

Departemen Dalam Negeri dan Peme正ntah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201 1 tentan富

Pedoman Fasilitas Pengadua皿di Lingkungan Ke皿enterian Dalam

Negeri dan Pemehntah Daerah;

16, Peraturan Mente正　Pemberdayagunaan Ap甜atur Neg紺a d抑

Reformasi BirokraLSi Nomor　24　Tahun　2O14　tentan筈　Pedoman

Penyeleng艶紺a租n Pengelolaan Pengaduan Pelaya調租皿Publik S巳cara

Nasional ;

17. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor　3　Tahun　2015　tentang Ro嶺d Map

Pengembangan Sistem Pengelolaan Pe皿gaduan Pelayanan Publik

Nasion瓢;

18, Peraturan Menteri Dalam Ne富eri Nomor 80 Tahun 2O15 te皿tang

Pembentuka調印roduk Huku皿Daerah, Seb盆galmana te量ah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018

tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016

tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2O. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7　Tahun　2019　tentang



Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Maeyarakat terhadap

Instansi Pemerintah Daerah ;

21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 700/253/Kpts/BPr-

PS/ 2O 1 9 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Maeyarakat

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20 19.

C. T廿J町A珊

Tujuan Monito正ng dan Evalu鶴i Penanga皿an Pengaduan

Maeyarakat sebagai b盆han masukan untuk rekomendasi tind盆k la可ut

apabila dalam pelaksanaan pelayanan terdapat keluhan dan pengaduan

yang perlu d弛nda出a画u也　da皿　perbalkan layanan pengaduan

maeyarakat serta pencapalan pe皿gadu紺I SeCara lansung dan tidak

langsung melalui surat dan/atau surat elektronik yang masuk ke

Inspektorat Kabupate皿　Pesisir Selat乱n dah Januari sampai dengan

Desember 2019.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lungkup dari Laporan Moni亡oring dan Evalua$i

Pen甜Iganan Pengaduan Maeyarakat terhadap Instansi Pemerintah

adalah Pen盆皿gan甜I Pengaduan Ma串yarak観t seperti yang tercantum

dalam Peraturan Bupat王Pesisir Se量急tan Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Maayarakat terh租dap Instansi

Pemerintah Daerah.

E. HASIL舶ON重TOR霊NG DAN EVALUASI PENANGA蘭AN PENGADUAN

MASYARAKAT TERHADAP INSTANSI PEMERIN↑AH DAERAH

B erd asarkan H asil Monitorin g d an Evalu asi atas

PenangananPengaduan Mayarakat terhadap Instansi Pemehntah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20 19 adalah sebagai berikut ‥



No. �BulanLaporan �SaranaPengaduan �JenisPengaduan �Pen紬ganan Pengaduan 

(l) 1. �(2) �(4) �(5) �(6) 

Januari2019 �ーPengadu孤Iangsung ーPengaduantidaklansung melaluisuratdan/atau s冊かele鳳0壷k �Nihil �Nihil 

2. ∴主 �ロebma正2019 �ーpen日出u狐1訓g鮒n昌 一Pengadu劃tidaklansung mela山isuratd軸Ijatau suratelcktronik �Nim重 �Nihil 

Ma意et2019 �一pe請ga血1孤l孤呂Sung ・Pengadu抑ti址Ians皿g melaluis皿・aldan/a血u §u重かelek櫨o血k �Nihil �Nihi量 

4. �Apri12019 �ーPengadu;劃11紬gsung -pe皿g観血紺青誼証書租皿sun宮 m隼l分書uislⅡ放心組血laし細 su冒叡el8姐叩ik �Nihil �Nih王量 

5. �Me王2019 �ーPeng租血紬1練り宮Su宣1呂 "P孤gadr狐tidakl組Su調g melaluisuratdan/atau su重出elek竹Onik �Nihil �Nih工量 

6. �Juni2019 �ーPengadu狐langs皿g -pe請gad脚油壷d血宣狙S皿g 皿el鳳11is皿atd劃/如租皿 s調和e賞ek壮O鵬ik �Nihil �NihH 

7. �Juli2019 �-Pengadu紬1孤gs肌g ーPeng租duantidaklans冊g melaluisuratdan/atau s鵬r加elek什0壷k �Ni高l �Nihi量 

8. �Agustus2019 �一匹n呂血u狙1狙gS皿呂 -peⅡ呂櫨du狐書id批1鮒sⅢ苫 田巳l血uis皿密書d孤/加観u 訊け加elek血伽工k �N面1 �Njh工賞 

9. �S印t創皿be「2019 �ーp印gadu組1劃gS肌呂 -Pengaduantidckl紬su皿g melaluisuratdan/atau suratelek億Onik �Nihil �両面‾1 

10, �Oktのber2019 �ーPengad脚nl狐gsung -Pengaduantidcklansung 嘉皿el孤高su着a章d狐/atau suratelektronik �Njhil �N砧うl 

ll. �November2019 �ーpe調gad調狐l狐gS肌g -Pengaduantidakl狐S皿g me皿皿is皿atda面かau sur加elek血0血k �Nihi置 �Nihil 

12, �Desember2019 �一p孤gadu狐1徴虹gsung -Pengaduantidcklansung melaluisuratdan/atau s皿r如e宣ek什On壷 �Nihil �Nihil 



F. REKO蘭ENDASI

Da正　hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Pemeriritah Kabupaten Pesisir Selatan selama

tahun　2O19　tidak ditemukan adanya laporan terkait Penanganan

pegaduan Maeyarakat dalam bentuk apapun oleh Masyarakatdi

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, akan tetapi tetap

melakukan peningkatan pelayanan serta kesiapan sarana dan prasana

pelayanan supaya laporan pengaduan masyarakat yang bersifat negative

tidak ditemukan. Pelaksanaan pelayanan public yang diberikan

diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan koordinasi

yang baik antar bagian layanan. Selain itu perawatan sarana dan

prasarana yang digunakan maayarakat pengguna layanan senantisasa

ditingkatkan sehingga respon maeyarakat selalu pos舶terhadap hasil

Pelayanan ・
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